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Abstract 

This research aims to find out the quality of public services administration of handling 

National Identity Card (e-ID) at Ampana Kota district. This research was a descriptive research 

using a qualitative. approach. The data were collected by observation, interview and 

documentation. The informants in this research consist of 4 people, 1 person is the head of 

Ampana Kota district as key informant, 1 section head of government. 2 user community support 

services as an informant. Data analysis technique used (1) Collection of data, (2) data reduction 

data presentation, verification conclusion. The theory used in this research is the theory 

Parasurahman that measure the quality of service, namely (1) reliability, (2) responsiveness, (3)  

assurance: empathy and direct evidence. The research results show that; (1) part of the public 

service at Ampana Kota district was not have facilities such as generators that less optimized, 

when the power fails, the service process will stop, it means people do not get service. This 

happens because oj limited funds and no funds provided by Touna regency for theprocurement 

process. (2) people are not satisfied with the services provided by the Ampana Kola district. In the 

aspect 0.[ reliability about reliable in handling public complaints. reliable in terms oj time and 

accuracy of the service process, (3) the employees who help people who need the service must  

communicate well, (4) the security in Ampana Kota district have shown efforts to improve the 

quality oj services related to providing security for the community by placing the parking 

attendants to participate in securing the circumstances in the parking, (5) the aspect oj empathy 

that given of Ampana Kota district is giving a pleasant impression. It can be seen Jrom the attitude 

of the officer who explain clearly the service procedure and accept criticism or suggestions well as  

introspection Jor better service.  

Keywords: Reliability. Responsiveness. Assurance. Empathy, Direct Evidence.  
 

Pemerintah mempunyai peranan penting 

untuk menyediakan layanan publik yang prima 

bagi semua penduduknya sesuai yang telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 

tentang pelayanan publik disebutkan 

pengertian pelayanan publiksebagai berikut 

:Pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangkapemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundangundanganbagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggarapelayanan publik. Pelayanan 

publik merupakan suatu usaha yang dilakukan 

kelompok atauseseorang birokrasi untuk 

memberikan bantuan kepada masyarakat 

dalamrangka mencapai suatu tujuan tertentu. 

Salah satu dari pelaksanaan pelayananpublik 

yaitu administrasi kependudukan tentang 

perpindahan penduduk yang berada di suatu 

pemerintahan. 

Administrasi kependudukan adalah 

rangkaian kegiatan penataan danpenertiban 

dalam penertiban dokumen dan data 

kependudukan melaluipendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 

publik dan pembangunan sektor lain.Seiring 

dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, 

aparat birokrasipemerintahan di daerah dapat 
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mengelola dan Menyelenggarakan pelayanan 

publik yang lebih peduli dengan kebutuhan 

masyarakat daerahnya Terdapat konsep yang 

mendasar dalam hal mengelola urusan yang 

mengaturpemerintah lokal ini yakni adanya 

prakarsa sendiri berdasarkan pada aspirasi 

masyarakat daerah tersebut.  

Otonomi daerah bermakna kemauan 

masyarakatlokal untuk memecahkan berbagai 

macam masalah masyarakat setempat 

demimencapai kesejahteraan mereka.Namun 

pada kenyataanya penyelenggaraan pelayanan 

publik yangdilakukan oleh pemerintah masih 

dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif 

dan efisien serta kualitas sumber daya manusia 

yang belum memadai. Hal ini terlihat dari 

masih banyaknya pengaduan dari masyarakat 

baik secaralangsung maupun tidak langsung, 

seperti melalui media massa yang menuntut 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah 

salah satu isu yang sangat penting. Hal ini 

terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakat 

terhadapkualitas pelayanan semakin besar 

sementara praktek penyelenggara pelayanan 

tidak mengalami perubahan yang berarti. 

Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan 

publik yang berkualitas, meskipun tuntutan 

tersebut sering tidak sesuai dengan harapan 

karena pelayanan publik yang terjadi selama 

ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan 

melelahkan. Hasil dari sejumlah penelitian, 

yang salah satunya diselenggarakan oleh Pusat 

Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) 

UNTAD dengan Pemkot Tojo Una Una , 

Ampana, menyebutkan bahwa warga 

pengguna layanan publik belum merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan oleh 

birokrasi pemerintah. Hal ini terjadi karena 

semua peraturan dan system pelayanan 

ditentukan secara sepihak oleh birokrasi 

pemerintah tanpa pelayanan ditentukan secara 

sepihak oleh birokrasi pemerintah tanpa 

bertanyaatau berusaha memahami kesulitan, 

harapan dan aspirasi warga terhadap pelayanan 

yang sebetulnya diinginkan warganya. 

Pelayanan publik perlu memperhatikan 

kebutuhan pelanggan. Kebutuhanpelanggan 

dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat 

memberikanpelayanan yang memenuhi enam 

dari sepuluh indikator pelayanan yang 

baikberdasarkan teori yang dikemukakan oleh 

Gasperz dalam Azis Sanapiah (2000: 15) yaitu 

“kepastian waktu pelayanan, akurasi 

pelayanan, kesopanan dan keramahan, 

tanggung jawab, kelengkapan, dan kemudahan 

mendapatkan pelayanan”. Jika pelayanan yang 

diberikan telah memenuhi kriteria tersebut, 

maka dapat dikatakan kebutuhan telah 

terpenuhi sehingga dapat memberikan 

kepuasan kepada masyarakat. Pemerintah 

sebagai penyedia layanan publik yang 

dibutuhkan oleh masyarakat harus 

bertanggung jawab dan terus berupaya untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik demi 

peningkatan pelayanan publik. Disisi 

lainkepuasan masyarakat adalah tolak ukur 

dari keberhasilan pelayanan publikyang 

diberikan oleh penyedia layanan publik, oleh 

sebab itu pelayanan publikharus difokuskan 

pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara 

maksimal baik dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 63 

Tahun 2003 tentang pedoman umum 

penyelenggaraan pelayananpublik seperti 

prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, 

kemampuanbirokrasi pemerintah. Hal ini 

terjadi karena semua peraturan dan 

sistempelayanan ditentukan secara sepihak 

oleh birokrasi pemerintah tanpa bertanyaatau 

berusaha memahami kesulitan, harapan dan 

aspirasi warga terhadap pelayanan yang 

sebetulnya diinginkan warganya. Pelayanan 

publik perlu memperhatikan kebutuhan 

pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat 

terpenuhi jika pelayanan publik dapat 

memberikanpelayanan yang memenuhi enam 

dari sepuluh indikator pelayanan yang baik 

berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 

Gasperz dalam Azis Sanapiah (2000: 15) yaitu 

“kepastian waktu pelayanan, akurasi 

pelayanan, kesopanan dan keramahan, 

tanggung jawab, kelengkapan, dan kemudahan 
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mendapatkan pelayanan”. Jika pelayanan yang 

diberikan telah memenuhi kriteria tersebut, 

maka dapat dikatakan kebutuhan telah 

terpenuhi sehingga dapat memberikan 

kepuasan  kepada masyarakat   Pemerintah 

sebagai penyedia layanan publik yang 

dibutuhkan oleh masyarakat harus 

bertanggung jawab dan terus berupaya untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik demi 

peningkatan pelayanan publik. Disisi lain 

kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari 

keberhasilan pelayanan publik yang diberikan 

oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu 

pelayanan publik harus difokuskan pada 

pemenuhan kebutuhan masyarakat secara 

maksimalbaik dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya.Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 63 

Tahun 2003 tentang pedoman umum 

penyelenggaraan pelayanan publik seperti 

prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, 

kemampuan (KK) maupun Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik e-KTP). Kurang 

lengkapnya persyaratan tersebut dikarenakan 

kurangnya informasi dari pihak kecamatan 

mengenai persyaratkan yang dibutuhkan. 

Secara tidak langsung masalahtersebut akan 

menghambat proses pembuatan KK maupun 

KTP Elektronik. Sehingga akan berpengaruh 

pada lamanya pembuatan KK maupun KTP 

Elektronik sehingga akan berdampak pada 

kepuasan pelayanan yang diterima oleh 

masyarakat. Permasalahan lain di Kecamatan 

Ampana Kota, yaitu mengenai belum 

terselesaikannya target perekaman KTP 

Elektronik sampai saat ini. Berdasarkan hasil 

observasi yang telah dilakukan di Kecamatan 

Ampana Kota diperoleh data jumlah penduduk 

89.178, yang wajib KTP sebanyak 6.170jiwa, 

yang telah terdistribusi sebanyak 4.209 

sedangkan yang belum melaksanakan 

perekaman sebanyak 1.961. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat 

yang belum melaksanakan perekaman KTP. 

Hal tersebut secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kualitas pelayanan 

yangdiberikan Kecamatan Ampana Kota  

kepada masyarakat, ini disebabkan 

olehbeberapa faktor antara lain masyarakat 

yang sakit, masyarakat yang bekerja diluar 

daerah maupun di luar negeri yang belum 

pulang untuk melaksanakan perekaman data. 

Kendala lain dalam pelayanan publik di 

administrasi kependudukan di Kecamatan 

Ampana Kota  yaitu terkait dengan sarana dan 

prasarana yang belum memadai baik sarana 

operasional, fasilitas fisik serta prasarana 

pendukunglainnya. Kurang memadainya 

tempat menunggu untuk masyarakat yang 

akanmelakukan pelayanan. Jumlah kursi yang 

tersedia adalah adalah 2 kursi panjang yang 

dapat memuat 8 orang pengunjung sedangkan 

pada kenyataannya pengunjung yang 

melaksanakan pelayanan secara bersamaan 

mencapai 10 orang lebih. Sehingga pada 

akhirnya tidak sedikit masyarakat yang 

kelelahan berdiri menunggu gilirannya 

dilayani oleh pihak Kecamatan. Ruang 

pelayanan yang ukurannya 8x6 m2 yang di 

dalamnya terdapat 5 orang pegawai dan meja 

kerjanya, meja tempat pelayanan dengan 

tempat menungguuntuk masyarakat, kemudian 

terdapat 2 set alat untuk perekaman data e-

KTP. Berdasarkan hasil wawancara saat 

melaksanakan observasi di bagian pelayanan 

umum memberikan informasi bahwa terdapat 

kekosongan pegawai pelayanan di Kecamatan 

Kecamatan Ampana Kota, yang terdiri dari 5 

pegawai, tetapi pada kenyataanya hanya 

terdapat 3 personil yang bertugas. Dengan 

adanya kekurangan pegawai pelayanan ini 

menyebabkan pegawai merangkap pekerjaan 

yang lain dan membutuhkan waktu yang lebih 

untuk menyelesaianpekerjaan pelayanan yang 

seharusnya dapat dilaksanakan dengan cepat. 

Permasalahan lain yang ditemui mengenai 

pekerjaan administrasi yang belum terlaksana 

dengan baik, yaitu penataan arsip di ruang 

pelayanan masih terlihat penataan arsip yang 

belum tertata rapi disistem kearsipan yang 

tidak sesuai dengan prosedur dapat meyulitkan 

pegawai pelayanan dalam melayani karena 

dalam pencarian membutuhkan waktu lama 

karena penataan arsip yang belum benar. 
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Sehingga dalam melayani pelayanan menjadi 

kurang cepat karena terganggu dengan 

pencarian arsip yang lama. Berdasarkan 

kendala-kendala diatas menggambarkan 

bahwa pelayanan yang diberikan 

penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan 

Ampana Kota  belum dapat memberikan 

kepuasan kepada masyarakat. Dengan 

menjalankan fungsi dan tugasnya dan 

memiliki wewenang yang istimewa dan 

tidakmenyalahgunakan wewenang, jabatan 

atau kekuasaan dapat memberikan pelayanan 

yang berkualitas sebagai pelayanan  

masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal di 

atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai “Kualitas Pelayanan Publik. 

 

METODE  

Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu . 

Cara ilmiah berarti  kegiatan penelitian 

tersebut  berdasarkan pada  ciri-ciri keilmuan 

yaitu rasional, empiris, sistimatis. Rasional 

berarti kegiatan penelitian itu dilakukan 

dengan cara-cara  yang masuk akal, sehingga 

terjangkau oleh penalaran manusia . Empiris  

berarti  cara – cara yang dilakukan itu dapat di 

amati indera manusia, sehingga  orang lain 

dapat mengamati  dan mengetahui cara-cara 

yang digunakan. Sistimatis artinya proses yang 

digunakan dalam penelitian tersebut 

menggunakan langkah-langkah yang bersifat 

logis. Sugiono, (2002 : 1). 

 

Jenis Penelitian 

Penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk 

menyajikan data secarasistematis, faktual,dan 

akurat mengenai fakta-fakta yang ada di 

lapangan. Dengan menggunakan desain 

penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai 

fakta mengenai kualitas pelayanan publik 

dalam bidang administrasi kependudukan di 

Kecamatan  Ampana Kota. 

Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Kecamatan Kecamatan  Ampana Kota 

Kabupaten Tojo Una una  yang beralamat di 

Kelurahan Ampana Adapun pelaksaan 

penelitian pada 15 Mei s/d. 30 November 

2016. 

 

Informan Penelitian 

Informan penelitian dipilih secara 

purposive sampling. Informan penelitian 

didasarkan pada pertimbangan bahwa 

informan penelitian dapatmemberikan 

informasi dan yang selengkap-lengkapnya dan 

relevan dengantujuan penelitian. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan 

dan lengkap, penelitian inimenggunakan 

beberapa teknik untuk mengumpulkan data. 

Adapun teknikteknikyang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

 

Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan 

observasi langsung yaitu pengumpulan proses 

pelayanan publik bidang administrasi  tentang  

Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(e-KTP) di Subbagian Pelayanan umum 

Kecamatan Ampana Kota Dalam observasi 

langsung, pengumpulan data pencatatan yang 

dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di 

tempat berlangsungnya peristiwa sehingga 

peneliti berada bersama objek yang sedang 

diteliti atau diamati. Kisi – kisi dalam 

observasi dalam penelitian ini sebagaiberikut: 

 

Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur dengan menggunakan pedoman 

wawancaradimana telah ditetapkan terlebih 

dahulu masalah dan pertanyaan yangakan 

diajukan kepada pihak yang diwawancarai. 

Tujuan diadakannya wawancara dalam 

penelitian ini adalah untuk melengkapi dan 

mengecek ulang data dari hasil observasi di 
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Kecamatan Ampana Kota  Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mendatangi 

langsung informan penelitian dan menanyakan 

kepada mereka beberapa hal yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan. 

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk 

memperoleh datalangsung melalui serangkaian 

tanya jawab dengan pihak-pihak yangterkait 

dengan pelaksanaan pelayanan publik di 

Kecamatan Ampana Kota. 

 

Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara 

pengumpulan data yangmenghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan 

denganmasalah yang diteliti sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap,sah,dan bukan 

berdasarkan perkiraan dengan mengambil data 

yang sudahada dan tersedia dalam catatan 

dokumen.Dokumentasi ini diambil untuk 

memperoleh data-data, foto, sertacatatan 

lapangan seperti peraturan perundang-

undangan yangberkaitan dengan kualitas 

pelayanan publik dalam bidangAdministrasi 

Kependudukan  tentang Perpindahan 

Penduduk di Kecamatan Ampana Kota  

 

Definisi Operasional 

Agar penelitian ini menjadi jelas dan 

terarah maka peneliti memberikan batasan 

definisi operasional. Kualitas pelayanan publik 

bidang administrasi kependudukan merupakan 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi di bidang 

administrasi kependudukan tentang 

perpindahan penduduk di Kantor Kecamatan 

Ampana Kota  Kabupaten Tojo Una Una. 

Melalui penelitian ini peneliti berusaha 

menggali permasalahan permasalahan dalam 

proses pelayanan publik sehingga tujuan yang 

diharapkan tercapai. Sebagai pedoman dalam 

penelitian pelayanan publik, peneliti 

membatasi dengan menggunakan lima 

indikator dalam pelayananpublik agar kualitas 

pelayanan dapat dicapai, yaitu: tangible (bukti 

fisik),realiable (handal), responsivness (daya 

tanggap), assurance (jaminan),empathy 

(empati) 

 

Teknik dan sumber data  

Sebagai bahan analisis untuk 

menjelaskan hasil penelitian, maka diperlukan 

data sebagai berikut:  

1.  Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dilapangan yang bersumber 

dari informan di lokasi penelitian. 

2.  Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh 

secara tidak langsung atau data pendukung 

bagi data primer yang diperoleh dari bahan-

bahan     literaturatur  seperti dokumen - 

dokumen serta laporan-laporan dan 

Kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian  seperti jumlah pegawai, struktur 

organisasi dan sejarah singkat lokasi 

penelitian. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisismodel interaktif.  

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Kecamatan Ampana Kota  sebagai 

instansi pemerintah yang senantiasa 

memberikan pelayanan dan meningkatkan 

kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya 

diKecamatan Ampana Kota. Kualitas 

pelayanan publik bidang administrasi 

kependudukan diketahui dari lima dimensi 

yang terdiri dari bukti fisik (tangible), 

kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance) serta 

empati (empathy). Dengan dimensi- dimensi 

pelayanan tersebut, Kecamatan Ampana Kota  

berusaha memberikan pelayanan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Kehandalan (reliability) 

 Hambatan atau kekurangan yang 

ditemukan di Kantor Kecamatan Ampana 

Kota  adalah lambatnya pengurusan 

administrasi. Hal ini dikarenakan 

terbatasnya jumlah pegawai. Kurangnya  

jumlah pegawai mengakibatkan 
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penyelesaian pengurusan administrasi 

menjadi lambat, karena satu orang pegawai 

menangani atau mengurus lebih dari satu 

jenis pekerjaan. Disamping kuantitas 

pegawai yang kurang, kualitas dari pegawai 

yang ada pun masih rendah. Menghadapi 

masalah ini, diperlukan adanya 

penambahan jumlah pegawai serta 

peningkatan kualitas pegawai seperti 

keilmuan atau wawasan serta kreativitas 

pegawai melalui peningkatan pendidikan 

atau pelatihan baik formal maupun 

nonformal yang mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan 

serta memperhatikan ketepatan sasaran. 

b. Daya Tanggap (responsivitas) 

Aspek daya tanggap yang harus diberikan 

oleh suatu kantor pelayanan terhadap 

masyarakat yaitu dengan memberikan 

respon yang baik, cepat dan tanggap dalam 

menanggapi setiap keluhan masyarakat 

serta memberikan pelayanan yang 

maksimal khusunya dalam setiap pelayanan 

di Kecamatan Ampana Kota  Hal ini akan 

menimbulkan rasa puas kepada masyarakat 

sebagai penggguna jasa. 

c. Jaminan (assurance) 

Dimensi jaminan adalah dimensi dari 

kualitas pelayanan yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan keramahan petugas 

pemberi layanan serta kemampuan mereka 

untuk menginspirasi kepercayaan dan 

kenyamanan bagi pengguna layanan. Aspek 

inisalah satu yang paling diharapkan 

masyarakat. Petugas yang ramah akan 

menjadi salah satu faktor pendukung bagi 

pengguna layanan untuk memberikan 

penilaian yang baik atas pelayanan yang 

disajikan. 

Persyaratan pelayanan umum sebaiknya 

tidak dibatasi pada hal-hal yang langsung 

berkaitan dengan pencapaian sasaran 

pelayanan karena tetap belum memperhatikan 

antara persyaratan dengan produk pelayanan 

umum yang diberikan, masih ditemukan 

adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan 

persyaratan dalam hal proses  pelayanannya 

mempersyaratkan kelengkapan persyaratan 

dari satuan kerja / instansi pemerintah lain 

yangberkaitan. Kondisi ini membuat 

masyarakat menganggap bahwa aparat 

berbelit-belit dan sering tidak sopan karena 

membuat masyarakat harus bolak-balik untuk 

melengkapi berkasnya. Diharapkan aparat 

pemerintah dapat lebih konsisten 

melaksanakan pelayanan dengan tidak 

membeda-bedakan masyarakat yang dilayani 

sehingga masyarakat merasa puas dengan 

pelayanan publik yang diterima. Diharapkan 

adanya suatu tentang keramahan dan 

kesopanan para aparat selama melayani 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

publik. 

d. Empati (empathy) 

Proses pelayanan umum wajib 

diinformasikan secara terbuka agar mudah 

diketahui dan dipahami oleh masyarakat 

baik diminta maupun tidak diminta. 

Keinginan masyarakat adalah dilayan 

dengan jujur. Oleh karena itu aparatur yang 

bertugas harus memberikan penjelasan 

dengan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam 

peraturan atau norma-norma, jangan 

menakut nakuti, jangan merasa berjasa 

dalam memberikan pelayanan agar tidak 

timbul keinginan untuk mengharapkan 

imbalan dari masyarakat.Diharapkan bagi 

para aparat memerintah khususnya 

Kecamatan Ampana Kota  untuk dapat 

lebih meningkatkan keramahan dan kualitas 

dalam melayani masyarakat dalam berbagai 

kepengurusan, sehingga bisa terjalin 

hubungan yang baik antara aparat pelaksana 

pelayanan publik dengan masyarakat yang 

melakukan pengurusan pelayanan 

administrasi kependudukan. 

e. Bukti Fisik (tangibles) 

Kualitas pelayanan akan langsung terasa 

bagus apabila bukti langsung ini 

diperhatikan, karena hal ini berhubungan 

dengan penilaian pertama dari masyarakat. 

Masyarakat yang datang ke kantor 

kecamatan akan langsung dihadapkan 

dengan penilaian fasilitas yang ada dan 
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kebersihan kantor, sehingga kenyamanan 

masyarakat akan langsung terasa Untuk 

mengatasi kekurangan-kekurangan pada 

dimensi tangibles (bukti langsung) 

diperlukan adanya penambahan atau 

pengadaan meja dan kursi, penataan ruang 

tunggu yang lebih baik, menjaga kebersihan 

kantor, dilakukan pengadaan alat pendingin 

ruangan (air conditioner), penyediaan 

tempat sampah, memberikan larangan 

untuk tidak merokok dalam ruangan, 

terlebih khusus kepada para aparat kantor 

kecamatan, penataan atau pengadaan papan 

informasi/brosur/leaflet yang dapat 

membantu masyarakat dalam pengurusan 

administrasi di kantor kecamatan. 

Kecamatan Ampana Kota  sebagai 

instansi pemerintah yang senantiasa 

memberikan pelayanan dan meningkatkan 

kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya 

diKecamatan Ampana Kota. Kualitas 

pelayanan publik bidang administrasi 

kependudukan diketahui dari lima dimensi 

yang terdiri dari bukti fisik(tangible), 

kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance) serta 

empati (empathy).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukanmengenai 

kualitas pelayanan publik bidang administrasi 

kependudukan diKecamatan Ampana Kota  

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam aspek kehandalan (reliability), dari 

hasil penelitian terungkap bahwa 

masyarakat Kecamatan Ampana Kota 

merasa puas dengan pelayanan yang di 

berikan Bagian Pelayanan Umum 

Kecamatan Ampana Kota  dalam aspek 

reliability (kehandalan) mengenai 

kehandalan dalam menangani setiap 

keluhan masyarakat, handal dalam segi 

waktu dan ketepatan proses pelayanan 

2. Aspek daya tanggap (responsiveness) 

pegawai dalam hal membantu masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan khususnya 

masyarakat yang bingung dengan 

pelayanan sudah terlihat antara petugas dan 

pengunjung yang saling berkomunikasi. Hal 

ini ditunjukan dari petugas yang mau 

membantu kesulitan yang dialami 

pengunjung. 

3. Dilihat dari aspek jaminan (Assurance) 

khususnya keamanan diKantor Kecamatan 

Ampana Kota  Kabupaten Tojo Una Una 

sudah menunjukan upaya meningkatkan 

kualitas pelayanannya terkait memberikan 

rasa aman bagi masyarakat yaitu dengan 

menempatkan tukang parkir yang ikut 

mengamankan keadaan di parkiran. 

Kemudian ada barang yang tertinggal di 

ruang pelayanan akan disimpan oleh 

petugas sampai pemiliknya mengambil. 

4. Aspek empati (empathy), yang diberikan 

pihak Kecamatan Ampana Kota yaitu 

dengan memberikan kesan yang 

menyenangkan. Hal itu dapat terlihat dari 

sikap petugas yang menerangkan dengan 

sejelas jelasnya mengenai prosedur 

pelayanan dan menerima kritik maupun 

saran dengan sepenuh hati sebagai 

interopeksi untuk layanan yang lebih baik. 

5. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

dalam aspek bukti fisik(tangible) 

Kecamatan Ampana Kota  memiliki luas 

ruang 8x6m2 untuk kapasitas jumlah 

petugas pelayanan 5 orang. Ruangan 

pelayanan terdapat meja meja pelayanan, 

meja kerja, alat perekam Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik berjumlah 2 set dan 

kursi panjang yang diperuntukan bagi 

masyarakat yang menunggu pelayanan. 

Kantor kecamatan Ampana Kota  belum 

memenuhi fasilitas pelayanan yang 

memadai untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat seperti masih sedikitnya 

kursi diruang tunggu, belum adanya meja 

untuk menulis di ruang tunggu, sarana 

informasi yang belum tersedia.Fasilitas 

seperti genset kurang dioptimalkan 
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sehingga ketika listrik mati maka proses 

pelayanan pun juga akan berhenti total yang 

artinya masyarakat tidak dapat 

mendapatkan pelayanan. 

Adapun mengenai kendala dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

Kecamatan Ampana Kota Melaksanakan 

tugasnya sebagai pelayanan umum, 

Kecamatan Ampana Kota  menghadapi 

beberapa permasalahan dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan publiknya, yang 

antara lain sebagaiberikut: 

a) Sumber Daya Aparatur 

Memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada masyarakat sangat dibutuhkan 

aparatur pemerintah yang memadai. Jumlah 

pegawai yang ada di seksi pelayanan umum 

ada 5 orang, terdiridari 1 orang kepala 

seksi, 2 orang operator komputer dan 2 

orang staf pelayanan. Namun demikian 

yang ada saat ini cuma 3 pegawai 

pelayanan ini dikarenakan 1 orang operator 

komputer cuti melahirkan, 1 orang staf 

pelayanan mengikuti kursus komputer yang 

diselenggarakan BKD Kabupaten Tojo Una 

una. Dengan keterbatasan jumlah pegawai 

di bagian pelayanan umum sehingga dapat 

menghambat kerja pelayanan publik kepada 

masyarakat dikarenakan pegawai harus 

merangkap pekerjaan. 

b) Kesadaran Masyarakat 

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi 

pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah di 

wilayah Kecamatan Ampana Kota adalah 

faktor kesadaran  masyarakat. Kesadaran 

masyarakat dimaksudkan ialah kesadaran 

untuk mempersiapkan segala yang menjadi 

persyaratan untuk melakukan suatu urusan 

pelayanan di kantor Kecamatan, relasi 

antara aparat pemerintah dengan 

masyarakat memang harus saling 

mendukung agar dapat mencapai tujuan 

yang di harapkan, baik itu dari pihak 

masyarakat maupun dariaparat pemerintah 

sendiri. 

c) Sarana dan prasarana 

Keadaan sarana dan prasarana 

penyelenggarakan pelayanan publik yang 

belum terpenuhi secara lancar bagi 

kepentingan urusan pelayanan. Belum 

terpenuhinya tempat pelayanan 

dengansarana ruang tunggu/tamu serta 

belum ditunjang dengan fasilitas-fasilitas 

yang dapat menciptakan suasana nyaman 

bagi pemohon pelayanan. Ruang tunggu 

yang belum sesuai dengan volume 

kedatangan pengunjung, kurang tersedianya 

tempat duduk dan meja/tempat untuk 

menulis pengunjung, kamar kecil/toilet dan  

tempat sampah. 

d) Upaya Mengatasi Permasalahan dalam 

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik dikecamatan Ampana 

Kota. Mengadakan program penyuluhan 

melalui kepala Dusun kepada masyarakat, 

untuk membantu penyebaran dan 

pemahaman informasi kepada masyarakat, 

mengenai hal-hal yang berkaitan  dengan 

kegiatan pelayanan. Menyelenggarakan 

pelayanan yang tidak memberatkan dan 

Menyulitkan  masyarakat Ampana Kota 

Mengajukan pengadaan fasilitas penunjang 

pelayanan publik. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka 

penulis dapat memberikan saransebagai 

berikut: 

1. Kecamatan Ampana Kota lebih 

meningkatkan kualitas pelayanan yang 

dianggap kurang memuaskan dalam proses 

pelayanan yaitu dimensifasilitas fisik 

(tangible) agar masyarakat dapat merasa 

puas dan nyaman saat melaksanakan 

pelayanan. 

2. Mengadakan program penyuluhan melalui 

kepala Dusun kepada masyarakat, untuk 

membantu penyebaran dan pemahaman 

informasi  kepada masyarakat, mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan  

pelayanan di Kecamatan Ampana Kota 

3. Menyelenggarakan pelayanan yang tidak 

memberatkan Dan menyulitkan masyarakat 
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Ampana Kota, pelayanan yang sederhana 

dan mudah dipahami, di Ampana Kota 

4. Memberikan pelayanan yang terbuka 

terhadap masyarakat baik biaya pelayanan 

dan prosedur pelayanannya. 
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